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Ada Kekacauan
Koordinasi di KPK

Semua prajurit TNI vang terlibat korupsi harus
segera diadili secepat-cepatnya dan diberi
sanksi dua kali lipat lebih berat dari sanksi
pidana umum yang diberikan untulk sipil.

Yarkue Pryatama WiayanTiaja
yakubgmeaidngdonesio cam

IMPINAN Komisi Pem-

bBerantaszan Kompsi (KPK]

dinilai amatir dalam me-

nvikapikasus dugaan suap
vang melihatkan Kepala Basarnas
Marsekal Madya Henri Alfiandi,
Langkah KPK yang justru memilih
aundiensi untk koordinasi ke Pus
pom TNl juga merpakan langkah
yang keliru,

“Pimpinan KPK amatir dalam
kasus ind, langkah THNI juga kelira
darang ke KPK, pimpinan KPK yang
audiensi ke Puspom THT juga kelira.
Panglima TNI juga tak haleh diam.”
tegas Direltur Eksckutf Amnesty
International Indonesia Usman
Haormad dalarmn sebuah diskusi publik
di Jakarta. kemarin.

Usman menuturkan kasus ko
Tupsi yang menjerat prajurit TNT
ituialah tindak pidana khusus yang
tirtak hiza lagi diperdebatkan akan
diteruskan di peradilan militer
at R'I.IF 1IN UFTLLAITN.

“Yang terjadi sckarang bukan
tindak pidana umum., melainkan
tindak pidana kKhusus, baik sipil,
militer, maupun polisi, sama-sama
tunduk pada hukum antikorapsi
ketika mereka melakukan rindak
pidana korupsi,” ujar Usman.

MNarasumber lainnya., Ketua
Yavasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLEHI) Muham
mad lsnur, bahkan menyebut ada
tindakan akrobatik hukum hingga
upaya pembelokan informasidalam
kasus ind.

nMenurut Isnur, terdapat keka-
cavan dalam koordinasi hingga
komunikasi di tubuh KPK. Bahkan,
pembimpin hingga bawahan saling
menyalahkan.

Padahal, dalarm UU KPE discbuat
KPPK berwenang menyelidiki. me-
nyidik, hingga menangkap penye
lenggara negata atau Kabararnas
karena posisinya lalah jabatan sipil.

“KPK herwena ng memimpin,
mengoordinasikan mengendalilcan
tipikor yvang pelakunya. umum,
militer, dan sipil. Jadi vang perlu
dipahami KPK berwenang. U0 TKI,
renjelaskan im” tumarnya,

“Tadi kalau ada informasi yang
menjelaskan bahwa KPKE rak ber
wenang, itu tentu melanggar huo-
kuwm dan disinformasi yang salah,”
tambahmya.

Diadili secepatnya
Pembicara lainnya, Divelour Ling
kar Madani Ray Rangkuti mengata-
kan menantikan Menhan Prabowo
Subiantounimuk menyatakan sikap.
“Harus dijelaskan, dalam meng-

hadapi kasus ini bagaimana beliau
seagol Menhan sckaligus capres,”
ungkap Ray.

Ray menyatakan periu evaluasi
perlibatan TNT dalam jabatan sipil.
Menuruinya, militer sering kali
tak mau diakui sebagai bukan
sipll, melainkan senang bekerja di
ranah sipil. Namun. ketika hukum
sipil diberlakukan, mercka ik mau
menjalankannya.

“Hita ingatkan TNI, tingkat keper
cayvAaan masyarakat sekarang haik
jika dibandingkan dengan insdnsi
negara lain. Ini menuritsaya dapat
mencoreng TN ujarnya.

“Apa yang dilakukan militer
saal ink saya kira mercka sedang
menumbuhkan ketidakpercayaan
masyarakat lagl terhadap THNIL™
tambahnwya.

Oleh karena im, Ray mendesak
agar semua prajurit TNI yang ter-
libat korupsi harus segera diacili
secepat-cepatnya dan diberi sanksi
dua kali lipat lebih berat darci sanksi
pidana umum yang diberikan un-
tuk siphl,

Pada kesempatan terpisah. Wakil
Ketua Komisi IIT DPR Ahmad Sahro
ni mendnrong Presiden Joko Wirdo-
do uniuk turun tangan, Polemik
itu munoul karena ada prajurit THI
akrif yang diduga terlibat korupsi.

“Saya pikir untuk menengahi ke-
salahpahaman ini, Presiden schagal
panglima tertingei TMI1 dan atasan
langsung KPE, bisa mengajok kedua
belah pihak pimpinan untk berdis-
kusi menyelesaikan permasalabhan
dari atas sehingga di hawah juga
biza kondusif,” katanya., (Fah/X-5)
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